



Wakaf Uang Untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat 
(Perspektif Islam) 
 




Seiring dengan era reformasi dan kemajuan zaman praktek 
hukum Islam semakin berkembang, meningkat dan meluas ke 
berbagai sektor hukum, tidak hanya di sektor kekeluargaan, tapi juga 
ke sektor hukum lainnya seperti zakat, sedekah, wasiat dan bahkan 
sampai ke sektor hukum perbankan, temasuk hukum wakaf. Di 
kalangan umat Islam, wakaf yang sangat popular adalah masih 
terbatas pada persoalan tanah dan bangunan yang diperuntukkan 
untuk tempat ibadah dan pendidikan serta belakangan baru ada 
wakaf untuk yang berbentuk tunai (cash) atau wakaf benda yang 
bergerak yang manfaatnya untuk kepentingan pendidikan, rumah 
sakit, pemerdayaan ekonomi lemah dan lain-lain. Wakaf tunai bagi 
umat Islam Indonesia memang masih relative baru.  
Rumusan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah 
bagaimana pelaksanaan wakaf uang untuk peningkatan kesejahteraan 
hidup ? dan bagaimana pelaksanaan wakaf uang untuk mengurangi 
kemiskinan? 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan 
wakaf uang untuk peningkatan kesejahteraan hidup dan untuk 
mengetahui bagaimana pelaksanaan wakaf uang untuk mengurangi 
kemiskinan. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah riset 
kepustakaan (Library Research) penulisan ini merupakan kegiatan 
telaah pustaka (Review Research) yaitu Penulis membaca, mengutip 
dan merangkai hal-hal yang perlu merujuk pada buku-buku dan 
dokumen-dokumen serta berbagai rujukan lain yang berkaitan dengan 
pokok pembahsan, dan menggunakan metode kualitatif induktif yaitu 




kesimpulan yang bersifat umum sehingga Penulis memperoleh 
penjelasan secara terperinci. 
Dari uraian diatas dapat disimpulkan dengan 
memberdayakan wakaf uang dan dimanfaatkan untuk hal-hal yang 
produktif maka secara Syar’i dapat dibenarkan sepanjang hakikat 
nilai wakaf uang tersebut tidak hilang dan mampu menginjeksi atau 
membantu ekonomi umat (Islam) yang telah lama terpuruk sehingga 
kehidupan masyarakat yang kurang mampu dapat terbantu dan 
sejahtera, dan mampu mengurangi angka kemiskinan masyarakat. 
 




1. Latar Belakang 
Di kalangan umat Islam, wakaf yang sangat popular 
adalah masih terbatas pada persoalan tanah dan bangunan 
yang diperuntukkan untuk tempat ibadah dan pendidikan 
serta belakangan baru ada wakaf untuk yang berbentuk tunai 
(cash) atau wakaf benda yang bergerak yang manfaatnya untuk 
kepentingan pendidikan, rumah sakit, pemerdayaan ekonomi 
lemah dan lain-lain. Wakaf tunai bagi umat Islam Indonesia 
memang masih relative baru.  
Dalam catatan sejarah Islam, sebenarnya wakaf uang 
sudah dipraktikan sejak awal abad kedua hijriah sebagaimana 
disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam  al-
Bukhari dijelaskan bahwa Imam al-Zuhri (124 H) salah 
seorang ulama terkemuka dan peletak dasar kodefikasi hadis 
memfatwakan, dianjurkannya wakaf dinar dan dirham untuk 
pembangunan sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat 
Islam. Adapun caranya adalah dengan menjadikan uang 
tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan 
keuntungannya. 
Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang 




tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 
tentang Wakaf tidak menyebutkan definisi khusus untuk 
wakaf uang. Yang dikemukakan hanya definisi wakaf yaitu 
perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau 
menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk 
dimanfaatkan selamanya atau uuntuk jangka waktu tertentu 
sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah 
dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah. 
Menurut sifatnya, praktik perwakafan memang 
mengandung berbagai kemungkinan yang biasa menimbulkan 
sengketa. Hal itu disebabkan praktik wakaf melibatkan 
berbagai pihak dan menyangkut berbagai aspek. Wakaf 
berhubungan dengan persyaratan wakif (pihak yang 
berwakaf) yang perlu diperhatikan, berhubungan dengan 
nazir yaitu pihak yang akan menjaga dan mengelolanya, 
menyangkut benda yang akan diwakafkan apakah termasuk 
benda yang sah menurut hukum Islam boleh diwakafkan atau 
tidak dapat diwakafkan, berhubungan dengan iktikad baik 
dari berbagai pihak, baik dari pihak si wakif sendiri, dari 
pihak ahli waris, dari pihak nazir sebagai orang yang 
bertanggung jawab dalam penjagaan dan pengelolaannya, 
maupun dari pihak mawquf’alaih (pihak yang akan menerima 
hasil wakaf) sesuai dengan maksud wakaf itu sendiri yaitu 
untuk dimanfaatkan pada jalan Allah. 
Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk 
mengkaji hukum wakaf uang, sebagai wadah yang memiliki 
kewenangan dalam hal tersebut. Maka penulis bermaksud 
mengadakan penelitian tentang “Pandangan Hukum Islam 
Tentang Wakaf Uang Untuk Peningkatan Ekonomi 
Masyarakat”  
 
2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka 




1. Bagaimana pelaksanaan wakaf uang untuk 
kesejahteraan hidup ? 
2. Bagaimana pelaksanaan wakaf uang mampu 
mengurangi kemiskinan ? 
 
3. Tujuan Penelitian 
Dalam hal ini penulis memiliki tujuan dan kegunaan 
dalam skripsi ini, yang dimaksud sebagai tujuan yang hendak 
dicapai yaitu: 
1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan wakaf 
uang untuk kesejahteraan hidup 
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaa wakaf uang 
mampu mengurangi kemiskinan  
 
4. Ruang Lingkup Penelitian 
Ruang lingkup penelitian ini adalah ruang lingkup 
studi pustaka tentang wakaf uang untuk peningkatan 
ekonomi masyarakat perspektif Islam. 
 
5. Sistematika   
Sistematika pembahasan dalam penelitian ini 
meliputi Pendahuluan, yang berisi latar belakang, runusan 
masalah, tujuan, ruang lingkup penelitian, dan sistematika 
pembahasan. Dipaparkan pula telaah pustaka, yang berisi 
tentang dasar teori secara luas mengenai wakaf uang 
untuk peningkatan ekonomi msyarakat perspektif Islam. 
Kemudian dibahas pula tentang Metodologi Penelitian 
yang mengemukakan langkah-langkah 
penelitian.kemudian hasil dari pembahasan yang 
dipaparkan di dalamnya berupa hasil studi pustaka. Dan 
selanjutnya penutup yang di dalamnya berisi kesimpulan. 
Yang diambil berdasarkan perumusan masalah, serta 







1. Pengertian Wakaf Uang 
Kata wakaf yang menjadi bahasa Indonesia berasal 
dari bahasa Arab dalam bentuk masdar atau kata jadian 
dari kata kerja atau fi’il wa-qa-fa. Waqafa dan ha-ba-sa dalam 
bentuk kata kerja yang bermakna menghentikan dan 
menahan atau berhenti di tempat. Wakaf menurut Istilah 
syara adalah menahan harta yang mungkin diambil 
manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusak benda 
(ainnya) dan digunakan untuk kebaikan. 
Definisi wakaf menurut etomologis atau lughat yang 
bermakna menahan harta dan memanfaatkan hasilnya di 
jalan Allah atau ada juga yang bermaksud menghentikan 
manfaat keuntungannya dan diganti untuk amal kebaikan 
sesuai dengan tujuan wakaf. Menghentikan segala aktivitas 
yang pada mulanya memperbolehkan terhadap harta, 
seperti menjual, mewariskan, menghibahkan, 
mentransaksikannya maka setelah dijadikan harta wakaf , 
tidak boleh tidak hanya untuk keperluan agama semata, 
bukan untuk keperluan si wakif atau individual lainnya. 
 
2. Rukun Wakaf 
Pada dasarnya rukun dan syarat wakaf uang adalah 
sama dengan rukun dan syarat wakaf tanah. Adapun 
rukun wakaf uang, yaitu: 
1. Ada orang yang berwakaf (wakif); 
2. Ada harta yang diwakafkan (mauquf): 
3. Ada tempat ke mana diwakafkan harta 
itu/tujuan wakaf (mauquf’alaih) atau peruntukan 
harta benda wakaf; 
4. Ada akad/pernyataan wakaf (sighat) atau ikrar 
wakaf 
Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 




1. Ada orang yang menerima harta yang 
diwakafkan dan wakif sebagai pengelola wakaf 
sebagai pengelola wakaf; 
2. Ada jangka waktu wakaf (waktu tertentu) 
Rukun wakaf (unsur-unsur wakaf) tersebut harus 
memenuhi syaratnya masing-masing sebagaimana pada 
wakaf tanah. Adapun yang menjadi syarat umum sahnya 
wakaf uang adalah: 
1. Wakaf harus kekal (abadi) dan terus-menerus; 
2. Wakaf harus dilakukan secara tunai, tanpa 
digantungkan kepada akan terjadinya sesuatu 
peristiwa di masa aka datang, sebab 
pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik 
seketika setelah wakif menyatakan berwakaf; 
3. Tujuan wakaf harus jelas, maksudnya 
hendaklah wakaf itu disebutkan dengan terang 
kepada siapa diwakafkan; 
Wakaf merupakan hal yang harus dilaksanakan 
tanpa syarat boleh khiyar, artinya tidak boleh 
membatalkan atau melangsungkan wakaf yang 
telah dinyatakan sebab pernyataan wakaf 
berlaku tunai dan untuk selamanya 
 
3. Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat 
Dalam sejarah Islam, orang yang pertama kali 
mengenalkan wakaf uang adalah Imam Zufar (abad ke-8 
M), salah seorang ulama Madzhab Hanafi. Imam Zufar 
menggariskan bahwa dana wakaf uang harus 
diinvestasikan melalui Mudharabah dan keuntungannya 
dibelanjakan untuk charity. Imam Bukhari dan Ibn 
Syihab al-Zuhri juga menyatakan hal serupa. Imam 
Bukhari menyebutkan bahwa Imam al-Zuhri 
membolehkan mewakafkan Dinar dan Dirham. Caranya 
ialah menjadikan dinar dan dirham tersebut sebagai 




keuntungannya sebagai wakaf. Al-Zuhri salah seorang 
ulama terkemuka dan peletak dasar tadwin al-hadits itu 
memfatwakan bahwa masyarakat dianjurkan 
pembangunan sarana dakwah, sosial, dan pendidikan 
umat Islam saat itu. Kebolehan wakaf uang juga 
dikemukakan oleh Madzhab Hanafi. Bahwa sebagian 
ulama Mazhab Syafi’i juga membolehkan wakaf uang  
wakaf di Indonesia. Kalau dilihat dari jumlahnya, 
harta wakaf di seluruh tanah air terbilang cukup besar. 
Sebagian besar dari wakaf itu berupa tanah yang 
dibangun untuk rumah ibadah, lembaga pendidikan 
Islam, perkuburan dan lai-lain yang rata-rata tidak 
produktif. Untuk itu, keadaan wakaf di Indonesiaa  saat 
ini perlu mendapat perhatian khusus., karena wakaf yang 
ada selama ini pada umumnya berbentuk benda yang 
tidak bergerak, yang sesungguhnya mempunyai potensi 
yang cukup besar seperti tanah-tanah produktif. Harta 
wakaf agar mempunyai bobot produktif harus dikelola 
dengan manajemen yang baik dan modern, namun tetap 
berdasarkan Syari’at Islam di bawah koordinasi Badan 
Wakaf Indonesia (BWI). Dan pemerdayaan harta wakaf 
tersebut mutlak diperlukan dalam rangka menjalin 
kekuatan ekonomi umat demi meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. 
 
4. Korelasi Wakaf Dengan Peningkatan Ekonomi 
Masyarakat 
Untuk mengelola dana wakaf tunai, harus ada 
sistem yang diterapkan. Paling tidak, ada pola (standar 
pelaksanaan) yang dibakukan agar dana yang akan dan 
sudah dikumpulkan dapat diperdayakan secara maksimal. 
Ada beberapa alternatif peran dan posisi perbankan 
syari’ah dalam pengelolaan wakaf tunai, ada 4 tujuan 




1. Menyediakan jasa layanan perbankan dengan 
penerbitan sertifikasi wakaf tunai dan melakukan 
manajemen terhadap dana wakaf tersebut. 
2. Membantu melakukan mobilisasi tabungan sosial 
dan melakukan transformasi dari tabungan sosial 
ke modal, 
3. Memberikan benefit kepada masyarakat khususnya 
masyarakat miskin melalui optimalisasi sumber 
daya masyarakat kaya, Membantu perkembangan 
pasar modal sosial ( sosial capital market). 
wakaf tunai, saham dan surat berharga lainnya 
sudah saatnya mendapat porsi yang seimbang dalam 
rangka memberikan wawasan akan pentingnya sebuah 
instrumen keuangan dalam rangka ikut serta secara aktif 
mengentaskan kemiskinan di Indonesia dan mewujudkan 
kesejahteraan sosial. Pada level-level tertentu untuk 
melaksanakan idealisme ini dipastikan akan mengalami 
hambatan-hambatan yang dapat mengganggu, seperti 
penyiapan SDM, infa struktur, otoritas kebijakan, 
peraturan perundangan, asumsi dam pemahaman 
kemasyarakatan dan lain sebagainya 
 
5. Motivasi Masyarakat Melakukan Wakaf Uang 
Wakaf dalam bentuk uang (wakaf uang) 
dipandang sebagai salah satu cara membuat wakaf bisa 
memberikan hasil yang lebih banyak. Setidaknya ada 
empat alasan tentang hal tersebut. Pertama: uang bukan 
hanya sebagai alat tukar menukar saja, tetapi juga 
merupakan komoditas yang siap menghasilkan dan 
berguna untuk pengembangan aktivitas perekonomian 
yang lain. Kedua, wakaf uang mempunyai daya jangkau 
dan mobilisasi yang jauh lebih merata di tengah 
masyarakat dibandingkan wakaf benda tidak bergerak. 
Ketiga, wakaf uang dapat dilakukan dimana saja tanpa 




mayarakat dimana saja. Keempat, wakaf uang merupakan 
modal mobilisasi dan abadi umat jika dikelola secara 
profesional dan amanah. 
salah satu faktor yang dapat memotivasi yaitu 
karena wakaf merupakan salah satu perbuatan amal 
jariyah yang artinya jika seseorang berwakaf telah 
meninggal, pahalanya masih akan terus berlanjut, asalkan 
barang wakaf tersebut masih bermanfaat dan 
dimanfaatkan. 
perwakafan lebih erat hubungannya dengan 
kesadaran dan pengalaman agama dan kemampuan 
berwakaf. Walaupun berkeinginan berwakaf tapi tidak 
ada barang/uang untuk diwakafkan, maka perwakafan 
tidak dapat dilaksanakan. Selain memiliki barang untuk 
diwakafkan yang menjadi domianan mempengaruhi 
perwakafan, juga dipengaruhi oleh kesadaran beragama. 
Dalam uraian tersebut yang perlu diusahakan 
adalah adanya pemahaman agama dan kesadaran untuk 
beramal khususnya pemahaman berwakaf dan kesadaran 
beramal. Perwakafan merupakan bentuk amal ijtimaiyah 
(amal yang berhubungan dengan kemasyarakatan). 
 
6. Pelaksanaan Wakaf Uang Untuk Peningkatan 
Ekonomi Masyarakat Terhadap Kesejahteraan 
Hidup 
Di Indonesia sekarang ini sudah ada yang 
mengelola wakaf produktif yang disebut sengan nadzir 
wakaf atau lembaga yang diberi tugas untuk membina 
dan mengawasi harta wakaf, atau lebih dikenal dengan 
Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang mempunyai 
kewenangan dalam mengumpulkan, mengelola dan 
mengembangkan wakaf dalam bentuk lain selain tunai 
(uang), seperti tanah atau bangunan yang dipercaya 
kepadanya. Dalam hal ini BWI berhak bertindak atas 




dan mendistribusikan hasil wakaf kepada pihak atau 
orang yang berhak menerimanya atau mengerjakan segala 
sesuatu yang memungkinkan harta itu tumbuh dengan 
baik dan kekal. 
bidang-bidang yang diperhatikan secara lebih 
memadai agar masyarakat dapat segera merasakan betul 
arti sebuah kesejahteraan yang diinginkan oleh ajaran 
wakaf itu sendiri. 
a) Dalam bidang pendidikan 
Terdapat tida pilosofi dasar yang harus ditekankan 
ketika kita hendak menerapkan prinsif wakaf tunai dalam 
dunia pendidikan: 1 
a. Alokasi wakaf tunai harus dilihat dalam bingkai 
“proyek terintegrasi” bukan bagian-bagian dari biaya 
yang terpisah-pisah. 
b. Asas kesejahteraan nadzir, sudah saatnya menjadi 
nadzir sebagai profesi untuk mendapatkan 
kesejahteraan. Sebagai contoh di Turki dan Kantor 
Administrasi Wakaf Bangladesh memberikan alokasi 
dana 5% , sementara The Central Waqf Council India 
mendapatlan 6% dari net income pengelolaan dana 
wakaf. 
c. Asas transfaransi dan accountability dimana badan 
wakaf dan lembaga yang dibantunya harus 
melaporkan setiap tahun akan diproses pengelolaan 
dana kepada umat. 
 
b) Dalam Bidang Kesehatan dan Fasilitas RS 
Keberadaan wakaf yang terbukti telah banyak 
membantu bagi pengembangan ilmu-ilmu medis melalui 
penyediaan fasilitas-fasilitas publik dibidang kesehatan 
dan pendidikan. Penghasilan wakaf bukan hanya 
digunakan untuk penyediaan obat-obatan dan menjaga 
kesehatan manusia, tetapi juga obat-obatan untuk hewan, 





mahasiswa bisa mempelajari obat-obatan serta 
oenggunaannya dengan mengunjungi rumah sakit yang 
dibangun dari dana hasil pengelolaan aset wakaf. 
 
c) Dalam Bidang Pelayanan Sosial  
Jika kita lihat dan perhatikan, sarana pelayanan 
sosial sanat tidak terawat, bahkan tidak bisa digunakan 
lagi untuk kepentingan masyarakat banya. Seperti, 
jembatan, jalan rusak, pasar yang kotor, pembuangan 
sampah yang kacau dan lain sebagainya. Oleh karena itu, 
dengan hadirnya wakaf tunai memberi harapan dapat 
menunjang hal-hal yang terkait dengan pembangunan 
fasilitas umum yang memadai dan manusiawi, serta 
pembangunan tempat-tempat ibadah atau lembaga-
lembaga keagamaan yang refresentatif. 
 
d) Dalam bidang pengembangan usaha kecil dan 
menengah (UKM) 
Krisis ekonomi yang masih melanda bangsa ini 
sangat berdampak pada kondisi sosial masyarakat banyak. 
Ambruknya bangunan dasar-dasar ekonomi bangsa 
menjadi kunci persoalan untuk memperbaiki ekonomi 
masyarakat. Para pelaku ekonomi yang mersakan betul 
dampak buruk dari kondisi tersebut adalah para 
pengusaha kecil dan menengah. Belum lagi ditambah 
semakin menjamurnya berbagai macam mini market 
seperti alfamart dan indomart, dua mini market yang 
cukup populer dan tersebar luaas hingga ke peloksok 
daerah. Kenyataannya tersebut mengindikasikan bahwa 
model pertokoan dengan konsep modern ternyata sangat 
menjanjikan disamping pertokoan tradisional. 
Dengan demikian itulah, para pasar modern 
seperti mini market mulai menggeser peran para UKM. 
Tetpi dari sekian pertokoan yang ada, belum terdapat 




membangun peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat 
muslim. Maka sangat bisa dimaklumi jika pesatnya jumlah 
pertokoan atau UKM di Indonesia tetap berimplikasi 
secara signifikan bagi upaya pengentasan kemiskinan. 
Meskipun keberadaan mini market tersebut turut 
menyerap tenaga kerja profesional, tetapi ia tidak mampu 
memunculkan efek sosial secara luas 
Karena itu, sejenis penafsiran lain mengenai wakaf 
penting dihadirkan untuk memenuhi kebutuhan-
kebutuhan yang mendesak umat Islam. Bukan hal yang 
salah jika wakaf produktif, sebagai salah satu bentuk 
penafsiran yang relatif baru mengenai wakaf, sangat 
diharapkan mampu menginjeksi ekonomi umat (Islam) 
yang telah lama terpuruk. 
 
7. Pelaksanaan Wakaf Uang Untuk Mengurangi 
Kemiskinan 
Hasil pengelolaan dari dana wakaf dapat 
diperuntukkan bagi pemerdayaan masyarakat. Seperti 
pemerdayaan pendidikan, kesehatan, sosial ataupun 
ekonomi. Pemerdayaan pendidikan seperti mendirikan 
sekolah untuk masyarakat yang kurang mampu secara 
gratis. Sedangkan pemerdayaan gratis seperti 
menyediakan obat-obatan dan pemeriksaan kesehatan, 
persalinan secara gratis. Pemerdayaan sosial seperti dapat 
berupa pelatihan kerja dan kewirausahaan. Dan 
pemerdayaan ekonomi yaitu dengan berupa bantuan 
dana bergulir. 
System perwakafan dapat dilakukan sebagai 
alternative yang mungkin dalam merealisasikan jaminan 
sosial, hal ini seiring dengan telah disahkannya UU No. 
41 Tahun 2004 tentang wakaf, yang telah 
mengamanatkan kepada Badan Wakaf Indonesia agar 
mengelola harta benda yang berskala nasional dan 




mengharuskan pokok harta tersebut kekal dan abadi, 
sehingga dikelola dan hasilnya diperuntukkan bagi 
program jaminan sosial termasuk bagi pemerdayaan 
masyarakat. 
Wakaf uang yang dikelola dapat memberikan efek 
pengganda dalam perekonomian, baik hasil investasi 
wakaf uang tersebut diberikan dalam bentuk bantuan 
sektor ekonomi maupun sector non ekonomi. Hasil ini 
secara langsung dan tidak langsung akan mampu 




1. Kesimpulan  
a. Dengan memberdayakan wakaf uang dan 
dimanfaatkan untuk hal-hal yang produktif maka 
secara Syar’i dapat dibenarkan sepanjang hakikat 
nilai wakaf uang tersebut tidak hilang dan mampu 
menginjeksi atau membantu ekonomi umat (Islam) 
yang telah lama terpuruk sehingga kehidupan 
masyarakat yang kurang mampu dapat terbantu dan 
sejahteraan. 
b. Dengan adanya wakaf uang mampu mengurangi 
kemiskinan di masyarakat. Karena wakaf uang 
dapat menjadi dana pinjaman bergulir tanpak di 
pindahkan kepemilikannya sehingga nilai dari 
wakaf uang ini tetap utuh dan masyarakat miskin 
terbantu untuk merubah kehidupannya yang tidak 
berdaya menjadi berkecukupan sehingga kegunaan 
wakaf uang ini mampu mengurangi kemiskinan 
yang ada di masyarakat. 
2. Saran 
a. Kepada BWI (Badan Wakaf Indonesia) diharapkan 
mampu memberikan pengawasan yang tepat. 




dimanfaatkan dan tidak hilang nilai wakaf uang 
tersebut. 
b. Bagi orang yang mendapat dana pinjaman dari dana 
wakaf. Harus bertindak secara jujur dan harus 
memanfaatkan dana wakaf secara baik dan harus 
menghasilkan keuntungan atau manfaat yang terasa 
di masyarakat sehinggah mampu mensejahterakan 
hidup masyarakat yang kurang mampu. Bila terjadi 
penyalahgunaan dana wakaf baik sengaja ataupun 
tidak, harus dapat mempertanggung jawabkan, atau 
mengembalikan dana wakaf tersebut karena dana 
wakaf tersebut milik bersama atau milik umat. 
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